LAMPIRAN

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUMDAN komuikast | Unikase

Nomor : 00423/B.7.3/PSIH/06/20201 22 Juni 2021
Lamp. -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth:

Ketua

Pengadilan Negeri Kota Semarang
JI. Siliwangi No. 512, Kembangarum
Kota Semarang

Dengan hormat,

Berkenaan dengan kelengkapan penyusunan tugas akhir ( Skripsi ) mahasiswa dibawah ini :

Nama : Daniel Horasman Napitupulu
NIM :17.C1.0142
Program Studi : lmu Hukum

Telp/HP Mahasiswa : 08998834368

Bersama ini, kami bermaksud menyampaikan permohonan izin bagi mahasiswa tersebut dalam
melaksanakan penelitian guna kelengkapan data dengan melakukan pencarian data dan
wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri-Kota Semarang, sebagai narasumber terkait
dengan judul Skripsi “ Efektivitas Pengembalian Kerugian Negara Haasil Tindak Pidana
Korupsi | Studi Kasus Pengadilan Negeri Kota Semarang].*

Kami mohon kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin.

Demikian, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini, kami sampaikan terima kasih.

KA, Prodi Ilmu Hukum
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FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
L. Pawiyatan Lubur IV/ 1, Bendan Duwur, Semarang 50234 SOEGIJAPRANATA

Telp. (024) 8441555, 8505003 (hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265

e-mail: unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id Talenta pro patria et humanitate
Nomor : 00422/B.7.3/PSIH/06/20201 22 Juni 2021
Lamp. 2
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Kepada Yth:
Kepala

Kejaksaan Negeri Kota Semarang
JI. Abdurrahman Saleh No. 5-9, Kalibanteng Kulon
Kota Semarang

Dengan hormat,

Berkenaan dengan kelengkapan penyusunan tugas akhir ( Skripsi ) mahasiswa dibawah ini :

Nama : Daniel Horasman Napitupulu
NIM : 17.C1.0142
Program Studi : llmu Hukum

Telp/HP Mahasiswa : 08998834368

Bersama ini, kami bermak sud menyampaikan permohonan izin bagi mahasiswa tersebut dalam
melaksanakan penclitian guna kelengkapan data dengan melakukan pencarian data dan
wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang, sebagai narasumber terkait
dengan judul Skripsi * Efektivitas Pengembalian Kerugian Negara Haasil Tindak Pidana
Korupsi | Studi Kasus Pengadilan Negeri Kota Semarang].*

Kami mohon kepada mahasiswa yang bersan gkutan dapat diberikan izin.

Demikian, atas perhatian dan terkabulnya permohonan.ini, kami sampaikan terima kasih.

Ka: Prodi Ilmu Hukum
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KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH

&‘/ KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG

sl g’
Vygs® b

SURAT KETERANGAN
NOMOR : KET-30 /M 3.10.1/Cp.1/08/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Sn Lestari Widiastut, S.H., M.H

Pangkat / Golongan Jaksa Madya (IV/a)

NIP / NRP 19701221 199603 2 001 / 69670778

Jabatan . Kep#la'Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan

Negeri KotaiSemarang

dengan inijnenerangkan bahwa:

Nama Dantel Horasman Napitupulu

Pekenaan + Mahasiswa Unika Soegijapranata Semarang

Alamat 7/Dk  Mekar 'Agung RT,002° RW, 008, Kel
Kebonagung, Kec Kajen, Kabupaten Pekalongan

No. HP : 089938834368

Telah selesal mengadakan Penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Semarang pada
fanggal 26 Juh 2021 guna menyusun Skripsi (S1) Fakuitas Hukum dan Komunikast,
Program  Studi limu  Hukum, Unika  Scegiapranata Semarang yang berudul
“EFEKTIVITAS PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA HASIL DARI TINDAK
PIDANA KORUPSI (STUD! KASUS PENGADILAN NEGERI SEMARANG)",

Demikian Surat Keterangan-in dibuat untuk dipergunakan seperiunya.

- Semarang. 10 Agustus 2021
a.n. Kepala Kgj y Negeri Kota Semarang

ub Bag}\rj/P:rlbraan.

Sri Lestan Widiastuti, S.H., MH
Jaksa Madya Nip. 19701221 19960

32 001
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PENGADILAN NEGERIT/ NIAGA / HY TIPIKOR
SEMARANG
1 Sihwangi No 512
Telepon (024) 704041, 7604045, 7604066
SEMARANG - 50148

Nomor 49 /Rst/ 2021

Lampiran = -

Perihal ¢ Surat Keterangan
L

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Pengadilan Negeri/ Niaga' Hubungan
Industrial’ Tipikor Semagng meneranghan -

Nima ¥ M\“J- HORASMAN NAPITUPULL
NIM L 17.01.0142
Pergurian Tingel  UNIVERSITAS SORGLIAPRANATA (UNIKA)

SEMARANG
Alamat Perguras Tmgy . 1 Pawivaian Lubar 1V/1 Bendan Duwur
Semarang

Telgh melakukan peneliian “dan st interview o Pengadilan “NegenNiagy
Hobungan Industrial’ Tiptkor Semarang tanggal 07 Juli 2021 sehubupcan dengan
penyusunan Skripsi dengan judul

* EFEKTIVITAS PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA HASIL TINDAK
PIDANA KORUPSL (STUDL KASUS PENGADILAN NEGERI KOTA
SEMARANG) »

Demikian: surat— ketcranginiai dibuat itk dipergunakat {Sehagmmana
Mestnvg

Dikeluarkani ¢ Searang
Padar tanggal : 07k 2021

Pengadi aga’ Hubultgan Industrial’ Tipikor
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Report #13777611

BAB | PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum, hal ini tertulis pada

UUD 1945 Pasal 1 ayat (3). Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang berdasarkan pada PancasiladanUUD 1945, Hukum

adalah jantungdari kehidupan. Hukum memiliki fungsi untuk
menciptakan agar masyarakatdapat hidup damaitenteram
serta mencegah terjadinya kejahatan yang dapat
merugikan.masyarakat dan juga memperbaiki keadaan menjadi
aman dan berkeadilan. llmu hukum merupakan segala sesuatu
yang berhubungan dengan hukum, karena cakupan hukumyang
begitu luas maka hukum dipisahkan menjaditiga bagian

yaitu Hukum Pidana, Hukum Perdatadan Hukum Tata Negara.
Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnyadisebut Tipikor
merupakan salah satu cabang HukumPidana yang termasuk
dalam Hukum Pidana Khusus , Hukum pidana khusus merupakan
bagian dari hukumpidana yang tersebar dalamberbagati
Undang Undang yang dibentukuntuk mengatur materi hukum
secara khusus. Dalam undang-undang tersebut, selain memuat
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